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ABSTRAK 
Fenomena kepatuhan pajak cukup menjadi sorotan karena kepatuhan Wajib Pajak di 

Indonesia tergolong sangat rendah. Agar hak dan kewajiban perpajakan dilaksanakan oleh 

seluruh Wajib Pajak, pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak berkewajiban 

melakukan pembinaan berupa penyebaran informasi dan penyuluhan perpajakan, 

pelayanan administrasi, serta melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

dengan melakukan pemeriksaan dan penagihan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran serta surat 

paksa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak di KPP Pratama Singaraja. 

Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. 

Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah teknik analisis 

deskriptif untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran 
serta surat paksa. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa Rata-rata presentase 

efektivitas dari kondisi penagihan pajak dengan Surat Teguran serta Surat Paksa didapati 

tidak efektif. 

Kata kunci: surat teguran, surat paksa 

 

ABSTRACT 

The phenomenon of tax compliance is quite the spotlight because of tax compliance in 

Indonesia is very low. The rights and tax obligations undertaken by all the taxpayer, the 

government, especially the Tax Office is obliged to provide guidance in the form of 

information dissemination and extension of tax, administrative services, as well as carry 

out supervision on tax compliance by conducting inspections and tax collection. The 

purpose of this study was to know the level of effectiveness of tax collection with a letter 

of reprimand and forced letter in order to optimize tax revenue on STO Singaraja. This 

study took place in the Tax Office (KPP) Pratama Singaraja. The data analysis technique 

used to test the hypothesis is descriptive analysis techniques to determine the level of 

effectiveness of tax collection with a letter of reprimand and forced letter. Based on the 
results of data analysis known that the average percentage of the effectiveness of tax 

collection with the condition Warning Letter and Letter Forced found to be ineffective. 

Keywords: letter of reprimand, forced letter 
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PENDAHULUAN 

Renda.hnya ting.kat kepat .uhan Wa.jib Pajak da.lam meme.nuhi kewa.jiban 

perpaj.akannya dan semakin besar tunggakan pajak mengakibatkan tidak terpenuhinya 

target penerimaan pajak yang telah ditentukan. Hal tersebut berimplikasi pada 

menurunnya penerimaan pajak, demikian pula sebaliknya. Efektivitas penerimaan 

pajak adalah kemampuan kantor pajak dalam memenuhi target penerimaan pajak 

berdasarkan realisasi penerimaan pajak. Artinya, seberapa jauh kantor pajak dapat 

mencapai target penerimaan pajak yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Berikut 

diuraikan latar belakang masalah berkaitan dengan “Efektivitas Penagihan Pajak 

dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Singaraja Tahun 2010-2014”. 

Optimalisasi penerimaan pajak masih memiliki beberapa kendala di 

antaranya, ting.ginya an.gka tungga.kan pajak, baik yang mer .upakan pengh.indaran 

paj.ak (tax avoidance) maupun ketidakm.ampuan memb .ayar utang p .ajak. Untuk 

menga.tasi kend.ala tersebut perlu dilaks.anakan tind.akan penag.ihan yang memiliki 

keku.atan huk.um yang mema .ksa. Peran fis .kus dalam peneri.maan pajak mem.iliki 

an.dil besar seba.gai penga.was wajib pajak dal.am melap.orkan dan mem.bayar 

kewa.jiban perpaj.akannya guna meng .urangi jumlah tung .gakan pajak ya.ng 

berpen.garuh terhadap peneri.maan paj.ak. Hal ini penting mengingat yang harus 

diperhat .ikan oleh fis.kus dalam penag .ihan pajak yaitu kewaj.iban perp.ajakan dian.ggap 

telah hil.ang atau gu .gur apabila telah mele .wati jan.gka waktu tert .entu. De.ngan 

mencegah keda .luwarsa pen.agihan pajak berar .ti juga menyel.amatkan pene.rimaan 
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pajak neg.ara. Per .an aktif fi.skus dalam pelaksa.naan penca.iran tungg.akan pajak 

seb.agai upaya untuk mening .katkan pener .imaan dari sekt .or pajak dapat di.lakukan 

deng.an cara mener .bitkan surat teg .uran dan s.urat paksa. 

Menu.rut Sekar (2013) kepat .uhan atas da.sar suk.arela dib.angun di atas 

kep.ercayaan dan sin .ergi. Transp.aransi dalam peme .nuhan kew.ajiban paja.k 

memerl.ukan rasa suka.rela seb.agai tulang pungg .ung pada self assess.ment sy.stem di 

m.ana W.ajib Pajak bertan.ggung jawab me.netapkan sen.diri kewaj.iban paja.knya dan 

te.pat wa.ktu me.mbayar dan melap .orkan pajak atas peng .hasilan. Kepatu.han pajak 

merup.akan fenom.ena yang san.gat kompleks. Perse.ntase tingk.at kepatu.han pajak 

pada tahun 2012 tergo .long san.gat re.ndah, tidak berb.eda dari tahu .n-tahun sebelumnya . 

Jika diba.ndingkan deng .an ne.gara tetan.gga kita seperti M.alaysia, di ma.na tin.gkat 

kep.atuhan masya .rakatnya dalam me .mbayar pajak mencapai 80 (del.apan p.uluh) 

persen, maka perse.ntase kepatuh.an pajak mas.yarakat Indonesia masih j.auh di bawah 

kep.atuhan pajak ma.syarakat Malaysia (www.pajak.go. .id). 

Feno .mena kepatu.han pajak hi.ngga tah.un 2014 cukup menj.adi soro .tan ka.rena 

kepatuhan Waj.ib Pajak di Indon.esia tergol.ong sangat rend .ah. Salah sa.tu kasus 

t .unggakan pajak dan ti.dak adanya iti.kad baik unt .uk melu.nasi pajak juga diala .mi oleh 

K.antor Pelaya.nan Pajak Prata .ma Surabaya Rungkut . KPP Surabaya Rung .kut pun 

mel.akukan penyit .aan terha.dap aset milik penu .nggak pa.jak berupa  bus yang 

digu.nakan unt .uk opera.sional perus.ahaan (“Bentuk Pen.egakan Huku.m Perpaj.akan. 

2014, May 9. B.erita (www.pajak.go. .id) .. Agar h.ak dan kew.ajiban perpaj.akan 

dilaks.anakan oleh sel.uruh W.ajib Pajak, pemeri.ntah khu.susnya Dir .ektorat Je.ndral 

http://www.pajak.go..id/
http://www.pajak.go..id)/
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Paja.k berkewaji.ban mela.kukan pemb.inaan berup.a peny.ebaran infor .masi dan 

peny.uluhan perpa.jakan, pela.yanan admin.istrasi, serta melaksan.akan pengaw.asan 

terh.adap kepatu.han Waji.b Pajak deng .an melak.ukan pe.meriksaan dan penag .ihan 

pajak. Untuk meng.hadapi tunggak.an pajak y.ang sem.akin tin.ggi dibu.tuhkan su.atu law 

enfo.rcement berupa ke.giatan penag .ihan paja .k oleh pihak yang berwe .nang. Tinda.kan 

pena.gihan paja.k yang selam.a ini dilaksa.nakan didas.ari oleh Un.dang-Un.dang No . 19 

Ta.hun 1997 dan diperb.aharui de.ngan Unda.ng-Unda.ng No . 19 Tahun 2000 tenta .ng 

penag.ihan pajak de.ngan sur .at paksa gu.na mening.katkan kepat .uhan waj.ib p.ajak. 

Supa.ya hak dan kewaj.iban per .pajakan dilak .sanakan oleh sel.uruh W.ajib 

Pajak, pem.erintah k.hususnya Direkto .rat Jend.ral Pajak berkew .ajiban melak.ukan 

pem.binaan berupa penyeba .ran info .rmasi dan penyul.uhan perpaj.akan, pelay.anan 

admini.strasi, serta melaksa .nakan peng.awasan terhad .ap kepat .uhan Wa.jib Paj.ak 

den.gan melak.ukan pemerik.saan dan pena.gihan pajak. Me.nurut Kurn.iawan & 

Pamun.gkas (2006:1) penagi.han pajak adal.ah ser .angkaian tind .akan agar Penan.ggung 

Pa.jak melu.nasi ut .ang pa.jak dan bia.ya pena .gihan pa.jak den.gan men.egur atau 

mempe.ringatkan, melak .sankan pena.gihan seke.tika dan seka.ligus, membe.ritahukan 

Surat Tegu.ran, Surat Paksa, meng .usulkan penc.egahan, melak .sanakan peny.itaan, 

melak.sanakan peny.anderaan, men.jual bara.ng yang telah di.sita. 

Tinda.kan penag.ihan dap.at dil.akukan deng.an cara pemberit .ahuan surat 

tegura.n, mela.kukan penyi.taan, melaksa.nakan penya.nderaan, serta m.enjual bar .ang 

yang telah disita berdas .arkan ketent .uan yang diatur dal.am Und.ang-Un.dang. Jika 

ut .ang paj.ak tidak seg .era dib.ayar maka ut .ang ter .sebut dapat dit .agih. Pena.gihan 
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terha.dap ut .ang paj.ak dapat dilaku.kan deng.an surat teg .uran. Apa.bila den.gan 

penerb.itan surat teg .uran wa.jib pajak tidak segera memb .ayar maka akan diterb.itkan 

sur .at paksa. Pene.rbitan surat paksa ini dilaksa .nakan ses.udah lewat 21 (dua pu .luh 

satu) hari sejak diterbit .kannya surat teg .uran atau surat pering .atan dan pena.nggung 

paja.k tidak me.lunasi ut .ang pajaknya. Apabi.la surat pak .sa tidak juga mem.buat wajib 

paja.k me .mbayar paja.knya maka akan dila .kukan penerbitan su.rat peri.ntah 

melak.sanakan peny.itaan. 

Penag.ihan paj.ak den.gan surat pa.ksa tidak hanya menim.bulkan asp .ek 

psik.ologis bagi wa.jib pajak tet .api juga men.ambah beb.an finan.sial dikare.nakan 

ada.nya san.ksi adminis .trasi yang ha.rus ditanggu.ng oleh w.ajib pajak. Berb.anding 

terb.alik de.ngan tu.juan dari pen.agihan p.ajak den.gan su.rat paksa yang dila.ksanakan 

un.tuk men.ingkatkan kepatu.han wajib paj.ak dan menu.runkan angka tun.ggakan pajak, 

fakta.nya m.asih ba.nyak wajib pajak yang tid .ak mengind.ahkan upaya hu .kum terse.but 

deng.an tetap tidak membaya .rkan kewaj.iban pajak.nya. Selain itu, bagi bebe.rapa 

kala.ngan kew.ajiban pajak be.serta de.ngan sanksi adminis.trasinya merupa.kan beb.an 

yang m.elebihi ke.mampuan fina.nsialnya sehing .ga tidak sedikit wajib paj.ak yang 

terlibat kasus hut .ang pajak hingga bert .ahun-ta.hun lamanya kar .ena sud.ah pailit atau 

tidak mem.iliki harta unt .uk mem.bayar utang paj.aknya dan tidak kunj.ung me.ndapat 

ke.pastian hukum. Feno .mena ter .sebut menunjuk.kan bahwa penag.ihan paj.ak den.gan 

sur .at pa.ksa y.ang didasari oleh Un.dang-Un.dang Nom.or 19 T .ahun 2000 untuk 

me.nurunkan angka tun.ggakan pa.jak m.asih b.elum ef.ektif. 
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Sala.h satu tind .akan penag.ihan pajak ada.lah dengan pemb .eritahuan su .rat 

tegu.ran dan surat paksa. Dasar dari pena.gihan pajak adalah adanya tunggakan pajak 

dalam Surat Tagihan Pajak, S .urat Kete.tapan Pajak Ku .rang Bayar, Su .rat Kete.tapan 

Paj.ak Ku.rang Bayar Ta.mbahan, Surat Keput .usan Pemb.etulan, Su .rat Keput .usan 

Keberatan, dan Put .usan Banding. Apabila real.isasi pencair .an tun.ggakan pajak 

tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah nom .inal ham.pir sama dengan pote .nsi 

penc.airan tunggaka.n pajak, mak .a pen.agihan pajak de.ngan su.rat pa.ksa terseb.ut telah 

efe.ktif.  

Efektif.nya pena.gihan pajak d .engan surat p .aksa maka dapat mening .katkan 

pener .imaan pajak, di mana diha .rapkan member .ikan kon.tribusi terha .dap 

pemba.ngunan nasi.onal. Oleh kar .ena itu efektivi.tas penagih.an pajak deng .an surat 

paksa sangat dip .erlukan un.tuk meningkat .kan penerim.aan ne.gara dari se.ktor pajak. 

Seperti yang dapat dilihat pada ilustarsi Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

         Gambar 1. Efektivitas Penagihan Pajak 
Sumber : Data Diolah, 2015 
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Penag.ihan pajak yang dila .kukan oleh fiskus bertu .juan agar waj.ib pajak dapat 

seg.era memba.yar utang paja .knya sehingga peneri.maan pajak berta.mbah. Pene.rimaan 

pajak memi.liki peranan yang pen.ting bagi terselen.ggaranya roda pemeri.ntahan 

Indonesia. Den.gan adanya pene .rimaan pajak maka pembang .unan dapat tercapai. 

Cont .ohnya data pener .imaan pajak di Kantor Pelay.anan Pajak Pratama Singaraja 

melalui surat teguran dan surat paksa kurun waktu tahun 2010-2014. 

Tabel 1. 

Data Penerimaan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa yang 

Diterbitkan KPP Pratama Singaraja Tahun 2010-2014 
Tahun SURAT TEGURAN SURAT PAKSA Total (Rp) 

Lembar Nominal (Rp) Lembar Nominal (Rp) 

2010 371 1.092.650.251 1630 1.348.548.285 2.441.198.536 

2011 1002 2.247.918.185 1307 2.052.966.538 4.300.884.723 

2012 778 1.586.335.261 1018 1.322.725.694 2.909.060.955 

2013 828 3.448.922.119 837 2.090.874.085 5.539.796.204 

2014 1111 4.619.163.988 1017 5.749.013.156 10.368.177.144 

Sumber : Data diolah, 2015 

 

Penagihan Pajak di KPP Pratama Singaraja dibagi ke dalam dua kategori, yaitu 

penagi.han pasif dan penag .ihan aktif. Penagi.han p.asif ialah k.etika fisku.s menerb.itkan 

Surat Ke.tetapan Pajak sam.pai den.gan jatuh t .empo yaitu sel.ama 30 hari. Penag.ihan 

akti.f adalah kelan.jutan dari pen.agihan pasif, di man.a pada pena.gihan aktif fis.kus 

berper .an langs.ung dalam proses penag .ihan. Pada penag .ihan pa.jak secara ak .tif, 

lang.kah aw.al yang dilaku .kan fiskus yaitu menerbit .kan Surat Te.guran. Pene.rbitan 

Su.rat Teguran dila.kukan di m.ana STP, SKPKB, SKPKBT belum juga dil .unasi 

hin.gga mel.ewati 7 (tujuh) hari dari batas wa .ktu jatuh tempo. Jika dala .m kurun waktu 
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21 (dua puluh satu) hari se .telah tan.ggal pene.rbitan surat teg .uran, pena.nggung pajak 

tidak mel.unasi utang pajak .nya maka akan diterbitkan surat paksa. Selanj.utnya 

Penan.ggung pajak h.arus melu.nasi utang paja.knya dala.m waktu 2 x 24 jam sejak 

tan.ggal pen.erbitan surat paksa. Jika tung.gakan paj.ak yang tidak dilun.asi dalam waktu 

2 x 24 jam, ma.ka akan dilakukan tindakan penyitaan dengan mener .bitkan Surat 

Perin.tah Melaks.anakan Pen.yitaan (SPMP). Set .elah proses peny.itaan atas barang 

milik pen.anggung pajak dan dal.am tenggat wak .tu 14 hari Jurus.ita Pa.jak berwe.nang 

melakukan Lel.ang barang terse.but melalui kantor lelang. Und.ang-undang pena.gihan 

pajak terse.but dihar .apkan dapat mem.berikan pene.kanan pada asp .ek keadilan berupa 

kesei.mbangan kepent .ingan antara wajib pajak dan negara . Alur tah.apan pe.nagihan 

pajak di KPP Pra .tama Sin.garaja dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Tahapan Penagihan Pajak 

Sumber : Data Diolah, 2015 
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Penel.itian ini meng .gunakan met .ode kuali.tatif dengan menga .nalisis pro .ses 

pena.gihan pajak yang tidak ha .nya berf.okus pada angka penag .ihan melai.nkan juga 

pada sera.ngkaian pros.es dan ken.dala atas pena.gihan yang dila.kukan berda.sarkan 

Unda.ng-Und.ang Penag .ihan Paj.ak dengan Surat Teguran dan Surat Pak .sa yang 

men.jadi dasar dalam melak .sanakan tind .akan penagihan. Berdasarkan latar belakang 

yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: Bagaimana efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran 

yang dilakukan di KPP Pratama Singaraja dalam upaya mengoptimalisasi penerimaan 

pajak? dan Bagaimana efektiv.itas penag .ihan pajak de.ngan Sur .at Pak.sa yang 

dilakukan di KPP Pra.tama Singaraja dal.am upaya mengoptimalisasi pener .imaan 

pajak? 

Fidel (2010:47) menjelaskan tentang falsafah undang-undang penagihan pajak 

dengan surat paksa (UU PPSP) yang pertama yaitu untuk mena .mpung perkem.bangan 

sis.tem huk.um nasional dan perl.unya dipertegas perol.ehan hak ka.rena war .is dan 

hi.bah was.iat yang merup .akan ob.jek pajak, falsafah yang kedua adalah untuk 

mendo .rong pening .katan kesada.ran dan kepa.tuhan masy.arakat dalam mem.enuhi 

kew.ajiban perpaja.kannya dan falsafah yang ketiga adalah adanya kepastian hukum 

dan menegakkan keadilan. Tujuan dari perubahan Undang-Undang No.19 Tahun 

1997 menjadi UU PPSP No.19 Tahun 2000 sebagai berikut: Semakin meningkatnya 

tunggakan pajak dari waktu ke waktu, unt .uk itu per .lu dilak.sanakan tinda.kan 

penagi.han paj.ak yang memi.liki keku.atan huk.um yang memaksa, Kepa.tuhan waj.ib 

pajak memba .yar pajak merup .akan sua.tu posisi strat .egis dalam penin .gkatan 
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pener .imaan pajak, Pena.gihan paj.ak yang dilaks.anakan secara kons.isten dan 

berkesin.ambungan meru .pakan upaya untuk menin .gkatkan kepat .uhan yang 

menimb.ulkan aspek psiko .logis bagi Wajib Pajak, serta Memb.erikan perlin .dungan 

hukum kepa.da penan.ggung paj.ak dan kepada pih.ak keti.ga berupa hak untuk 

menga.jukan gug.atan. 

Berdasarkan pasal 8 ayat 1 UU PPSP No.19 Tahun 2000 surat paksa diterbitkan 

apabila: Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah 

diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Terhadap 

penanggung pajak telah dilaks .anakan penagi.han seketika dan sekaligus, serta 

Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebaga .imana terca.ntum dalam 

keputusan persetujuan angsu .ran atau penundaan pembayaran pajak. 

Dalam pasal 21 UU KUP disebutkan bahwa penundaan pembayaran atau 

persetu.juan ang.suran pemba.yaran dapat dilakukan lebih awal selama 5 tahun 

terhitung sejak batas akhir penun.daan diberikan atau sejak tan.ggal jatuh tempo 

berakhir. Ini berarti bahwa daluw .arsa penag.ihan pajak 5 tahun di.hitung sejak surat 

tagihan pajak dan surat ketet .apan pajak diterb.itkan. Wajib pajak dapat menga .jukan 

permo .honan pembe.tulan, keber .atan, band.ing, atau peni.njauan kembali, dalu ..warsa 

penagi.han paja .k 5 tahun dihitu .ng sejak tang.gal pener .bitan surat keput .usan 

pembet .ulan, surat keputu .san keber .atan, putu.san banding, atau put .usan peninj.auan 

kem.bali. 

 

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini adalah penelitian 
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yang dilakukan oleh Jerry dan Felicia (2011) Penelitian ini menganalisa bagaimana 

penerapan penagihan pajak dengan surat paksa pada wajib pajak KPP Pratama 

Bojonegara Bandung dan apa saja kelemahan-kelemahan yang ditemukan pada 

praktik penag .ihan pajak dengan sur .at paks.a pada KPP Pratama Bojonegara Bandung. 

Hasil penelitian tersebut adalah da.lam mel.aksanakan proses penag .ihan pa.jak dengan 

Su.rat Pak.sa di KPP Pratama Bojonegara masih terdapat hambatan-hambatan seperti 

kesulitan dalam mencari data aset Wajib Pajak, banyaknya wajib pajak yang pindah 

alamat, banyaknya Surat Teguran yang kembali dan Surat Paksa yang ditolak atau 

Penanggung Pajak keberatan atas pelaksanaan Surat Paksa. Upaya-upaya yang telah 

dilakukan KPP Pratama Bojonegara dalam mengatasi hal tersebut adalah mencari 

keterangan-keterangan dari berbagai pihak yang kompeten tentang aset yang dimiliki 

oleh Wajib Pajak, menjalin kerja sama dengan pihak terkait yaitu orang-orang yang 

mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang memiliki utang pajak, melaksanakan 

pendekatan secara kekeluargaan dengan wajib Pajak yang memilki utang pajak, 

mewajibkan Wajib Pajak untuk memberikan informasi lengkap jika Wajib Pajak 

hendak pindah alamat, memberikan penyuluhan tentang kesadaran dan manfaat dari 

membayar pajak serta peraturan perpajakan yang ada. 

Proses penagihan pajak yang dilakukan di KPP Pratama Bojonegara selama 

tahun 2006-2007 tersebut mempunyai peranan dalam usaha meningkatkan pencairan 

tunggakan pajak yang memenuhi bahkan melebihi target 30 persen. Hal ini mungkin 

disebabkan karena Wajib Pajak atau Penanggung Pajak cooperative dalam melunasi 

utang pajaknya. Namun proses penagihan pajak kurang berperan dalam usaha 
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meningkatkan penc.airan tungga.kan pa.jak, dil.ihat dari juml.ah tungg.akan paj.ak yang 

semakin meningkat hal ini mungkin disebabkan karena target pencairan tunggakan 

yang terlalu rendah yakni 30 persen dan mudah untuk dicapai dan adanya berbagai 

hambatan dalam melaksanakan pros .es penag.ihan paj.ak seperti Wa.jib Pa.jak pind.ah 

alam.at sehingga ti.dak diketahui keberadaanya dan menyebabkan banyaknya Surat 

Teguran atau Surat Paksa yang kembali atau ditolak, dan banyaknya Wajib Pajak 

yang mengajukan Keberatan menunda proses penagihan pajak sehingga tidak 

melunasi utang pajaknya. Dalam melakukan perbandingan target dan realisasi 

tunggakan pajak di Seksi Penagihan tidak mejelaskan secara rinci pencairan 

tunggakan pajak yang terjadi merupakan pembayaran dari saldo tunggakan awal atau 

penambahan. 

Syahab dan Gisijanto (2008) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

pena.gihan pajak di se .tiap K.PP Pr .atama Ka.nwil D.JP Jak.arta Pusat sec.ara um.um 

su.dah dilak.ukan sesuai den.gan pro .sedur dan tat .a cara tinda.kan penag.ihan, surat 

pa.ksa pajak j.uga sec.ara umum mas.ih renda.h dal.am k.urun wa.ktu sela.ma 5 (lima) 

tah.un yaitu tahu .n 2003 sam.pai dengan 2007, jum.lah pene.rimaan Pajak Penghasilan 

(PPh) bad .an di KPP Prata .ma Kanwil DJP Jakarta Pusat ter .us meng.alami penin.gkatan 

dari tah.un ke tah.un, dan pen.agihan pa.jak dan sur .at pak.sa pajak baik sec.ara sim.ultan 

ma.upun seca.ra pa.rsial berpe.ngaruh sec.ara signif.ikan terh.adap pen.erimaan Pajak 

Pen.ghasilan (PPh) B.adan. 

Wijoyanti (2010) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa terdapat 

pengaruh yang positif antara penagihan pajak dengan surat paksa dengan kepatuhan 
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wajib pajak. 

METODE PENELITIAN 

Peneli.tian d.ilakukan di di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja yang 

beralamat di Jl. Udayana No .10 Singaraja. Obj.ek da.lam penel.itian ini adal.ah ting .kat 

efekti.vitas peneri.maan pajak de.ngan menggu.nakan surat p .aksa dan surat te.guran 

pada KPP Pratama Sing.araja serta kon.tribusi penagi.han pajak de.ngan sur .at teg.uran 

dan su.rat paksa dalam up.aya mengoptim.alisasi pene.rimaan pajak di KPP Pratama 

Singaraja. Varia.bel yang diide.ntifikasi dalam pene.litian ini ad .alah Pen.agihan P .ajak 

yak.ni serang.kaian tind .akan agar pena.nggung pajak mel.unasi utan.g pajak dan biaya 

pena.gihan pajak den.gan men.egur atau memperi.ngatkan, melaksa.nakan penag .ihan 

seket .ika dan sekaligus, membe .ritahukan Surat Paksa di KPP Sing .araja sela.ma ku.run 

waktu 2010-2014 dan Efektiv.itas pe.nagihan tungg.akan pajak adalah segala be .ntuk 

pena.gihan yang berk .aitan de.ngan tun.ggakan pajak yang diset .orkan ke kas ne .gara 

yang da.pat ber .upa pem.bayaran, peng .hapusan, pemin.dahbukuan, mau .pun keb.eratan. 

Variabel penagihan tungg.akan pajak dilih .at dari jum.lah pemba.yaran atas paj.ak yang 

ter .utang yang did.asarkan pada STP, SKP dala.m ku.run waktu 2010-2014. 

D.ata yang dig .unakan pada pe.nelitian ini ber .sumber dari KPP Pra.tama 

Sing.araja, yakni : Data Pene.rimaan Paj.ak deng.an meng.gunakan Su.rat Tegu.ran dan 

Su.rat Pak.sa pada tahun 2010-2014 dan Data tar .get dan reali.sasi Pener .imaan 

Tung.gakan P .ajak mel.alui pener .bitan Su.rat  Tegur .an dan  Surat Paksa pada  tahun 

2010-2014. Da.lam pen.elitian ini peng .umpulan data dila .kukan den.gan cara 

mela.kukan obs.ervasi atau pen.gamatan dan mengum.pulkan data-data la.ngsung ke 
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lapa.ngan untuk memp .eroleh data yang berk .aitan dengan pel.aksanaan penag .ihan 

pajak oleh Ju.rusita Pa.jak di KPP Prata.ma Sin.garaja. 

Te.knik anal.isis data desk .riptif yang digunak .an dalam peneli.tian ini adal.ah 

tekn.ik ana.lisis data deskri.ptif rasio. Tek.nik analis.is rasio ya.ng digu.nakan ada.lah 

rasi.o efektivitas dan ras.io kon.tribusi. 

Rasio Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran untuk mengetahui 

apakah KPP Pratama Singaraja telah efektif melaksanakan penagihan pajak dengan 

menerbitkan surat teguran dapat dihitung dengan rumus berikut: 

Pajak den.gan Surat Teguran = 
Realisasi Pembayaran Surat Teguran

Target Pembayaran Surat Teguran
𝑥 100%… . (1) 

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Singaraja, 2015 

Rasio Efektivi.tas Penag.ihan Pajak den.gan Surat Paksa untuk mengetahui 

apakah KPP Pratama Singaraja telah efektif melaksanakan penagihan pajak dengan 

menerbitkan Su.rat Pa.ksa dapat dihitung dengan rumus berikut: 

Pajak dengan Surat Paksa = 
Realisasi Pembayaran Surat Paksa

Target Pembayaran Surat Paksa
x 100%…… . .… (2) 

Untuk mengukur tingkat efektivitas penerbitan Su.rat Tegu.ran dan S .urat Pa.ksa,  

indikator yang digunakan adalah sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. 
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Klasifikasi Pengukuran Tingkat Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat 

Teguran dan Surat Paksa 
Persentase Kriteria 

100% Sangat Efektif 

90 – 100% Efektif 

80 – 90% Cukup Efektif 

60-80% Kurang Efektif 

<60% Tidak efektif 

                          Sumber: Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327/2006 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

An.alisis data yang dig.unakan pen.ulis dalam pem.bahasan penel.itian ini adalah 

anal.isis deskr .iptif kompar .atif. Dal.am teknik an.alisis ini mem.bandingkan pen.agihan 

pa.jak de.ngan Surat Tegur .an dan Surat Paksa tahun 2010 samp.ai den.gan tahun 2014 

terh.adap pe.nerimaan tung.gakan paja.k tahun 2010 sampai de.ngan 2014, dengan Surat 

Te.guran dan Su.rat Paksa, dan ana.lisis r .asio untuk men.getahui tingk.at efek.tivitas 

pen.agihan pa.jak dengan S.urat Tegu.ran dan Surat Paksa serta kont .ribusi penag .ihan 

pajak ter .hadap seluruh pene.rimaan tungg.akan paj.ak di KPP Pratam.a Singa.raja. 

 Metode penul.is m.enggambarkan efekt .ivitas dan kontr .ibusi pen.erbitan Surat 

Te.guran dan Su .rat Paksa ter .hadap pen.agihan tunggak.an pajak be.rdasarkan data yang 

diku.mpulkan. Data te.rsebut kemu.dian di.olah untuk mengh.itung persent .ase dari 

real.isasi pene.rbitan Su.rat Teg.uran dan Surat Pak .sa terh.adap Pener .imaan tungga.kan 

paj.ak. Beri.kut ini ada.lah Tabel Targ.et dan Real.isasi Pener .imaan Paj.ak di Ka.ntor 

Pela .yanan Pajak Prat .ama Singaraja untuk tahun 2010-2014. 

 

 

 

Tabel 3. 
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Target dan Realisasi Penerimaan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat 

Paksa Tahun 2010-2014 

(dalam Rupiah) 
Tahun Target Penerimaan Pajak 

(Surat Teguran dan Surat Paksa) 

Realisasi Penerimaan 

(Surat Teguran dan Surat Paksa) 

2010 4.941.000.000 2.441.198.536 

2011 5.590.490.671 4.300.884.723 

2012 8.980.382026 2.909.060.955 

2013 32.793.223.950 5.539.796.204 

2014 13.430.908.245 10.368.177.144 

   Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Singaraja, 2015 

Berdasarkan Tabel 2 Target Penerimaan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat 

Paksa Pada tahun 2013 mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan pada 

tahun 2010, 2011, 2012, dan 2014. Hal tersebut disebabkan oleh pembagian lokasi 

KPP baru yang berada di Tabanan dan Giayar. Di mana berkas WP berupa PPh dan 

PBB dilimpahkan kembali ke KPP Pratama Singaraja karena masih merupakan WP 

di KPP Singaraja. Besarnya nominal target tersebut KPP Pratama Singaraja 

mengajukan surat keberatan kepada kantor pajak pusat. 

Anali.sis penag.ihan tunggak.an pajak de.ngan Su.rat Teg .uran di KPP Prat .ama 

Singaraja digu.nakan m.etode desk.riptif kom.paratif, yaitu suatu met .ode yang 

dinya.takan secara desk.riptif den.gan memban.dingkan penagihan tu.nggakan pajak 

pada tahun yang ber .sangkutan den.gan penagih.an tung.gakan pajak tah.un sebelu.mnya. 

Pena.gihan Tun.ggakan Pajak den.gan Surat Te.guran merupa.kan tindakan pena.gihan 

yang dilaksa.nakan oleh Jurus.ita Pajak deng.an meyamp .aikan Surat Tegu .ran kep.ada 

w.ajib p.ajak untuk mel.unasi uta.ng pajak dan bia .ya pena .gihannya. 
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Tabel 4. 

Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran 

di KPP Pratama Singaraja Tahun 2010-2014 

Tahun 
Jumlah Surat Teguran Kenaikan/Penurunan 

Lembar Nilai (Rp) Lembar Nilai (Rp) 

2010 371 
1.092.650.251   

2011 1002 
2.247.918.185 631 (+) 1.155.267.934 (+) 

2012 778 
1.586.335.261 224 (-) 661.582924 (-) 

2013 828 
3.448.922.119 50 (+) 3.290586858 (+) 

2014 1111 
4.619.163.988 283 (+) 1.170.241.869 (+) 

    Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Singaraja, 2015 

 

Berdasarkan Tabel 4 terlihat bahwa penerimaan pajak dengan Surat Teguran 

mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun 2010 hingga 2014. Dari jumlah 

lembar dan nilai dari tahun ke tahun. 

Anali.sis pen.agihan tung.gakan paj.ak de.ngan Surat Pa.ksa di KPP Pra.tama 

Sin.garaja digun.akan meto .de deskriptif kompa.ratif yaitu su.atu meto .de yang 

din.yatakan secara desk.riptif dengan memban.dingkan pen.agihan tungg.akan pajak 

pa.da tah.un yang bersa.ngkutan dengan pena .gihan tungg.akan pajak t .ahun sebelumnya. 

Pena .gihan Tungg.akan Pajak dengan Surat Pa.ksa meru .pakan tinda.kan penagihan 

ya.ng dilaksa.nakan oleh Juru.sita Pajak deng.an meyam.paikan Sur .at Paksa kepada 

waji.b pajak untu.k mel.unasi uta.ng pajak dan bi.aya penagih.annya. 
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Tabel 5. 

Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa 

di KPP Pratama Singaraja Tahun 2010-2014 
Tahun Jumlah Surat Paksa Kenaikan/Penurunan 

Lembar Nilai (Rp) Lembar Nilai (Rp) 

2010 1630 1.348.548.285   

2011 1307 2.052.966.538 323 (-) 704.418.253 (+) 

2012 1018 1.322.725.694 289 (-) 730.240.844 (-) 

2013 837 2.090.874.085 181 (-) 768.148.391 (+) 

2014 1017 5.749.013.156 180 (+) 3.658.139.071 (+) 

  Sumber:  Seksi Penagihan KPP Pratama Singaraja, 2015 

Berdasarkan Tabel 5 terlihat bahwa penerimaan pajak dengan Surat Paksa 

mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Namun, pada segi lembar mengalami 

penurunan yang terlihat dari tahun 2010 hingga 2014. 

Penerim.aan tung.gakan paj.ak merup .akan pelu .nasan utan.g pajak atau tu.nggakan 

pajak yang dim.iliki oleh waj.ib pajak atau penang.gung pajak. D.engan pener .imaan 

tungg.akan pajak, pener .imaan p.ajak KPP Prat .ama Singaraja ak.an men.galami 

peningk.atan, sehin.gga mem.bantu penca.paian target penerim.aan neg.ara yang berasal 

dari pajak. Berdasarkan Tabel 6. penerimaan tunggakan pajak dengan Surat Teguran 

pada umumnya mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. 

Tabel 6. 

Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran KPP Pratama Singaraja 

Tahun 2010-2014 (dalam Rupiah) 

Tahun 
Jumlah Penerimaan Pajak 

Target Realisasi 

2010 
2.459.731.469 1.092.650.251 

2011 
3.041.122.820 2.247.918.185 

2012 
4.399.085.451 1.586.335.261 
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2013 
19.144.644.814 3.448.922.119 

2014 
6.154.025.125 4.619.163.988 

   Sumber: : Seksi Penagihan KPP Singaraja, 2015 

Pener .imaan tun.ggakan paj.ak meru.pakan pelu.nasan utang paj.ak atau tung.gakan 

pajak yang dim.iliki oleh waj.ib pajak atau penang.gung pajak. Dengan peneri.maan 

tunggakan pajak, pe.nerimaan pajak KPP Prata.ma Singa.raja mengala.mi penin.gkatan, 

sehingga m.embantu pen.capaian target pene.rimaan neg.ara yang b.erasal dari pajak. 

Tabel 7. 

Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa 

KPP Pratama Singaraja Tahun 2010-2014 (dalam Rupiah) 

 
Tahun Jumlah Penerimaan Pajak 

Target Realisasi 

2010 2.481.268.531 1.348.548.285 

2011 2.549.367.851 2.052.966.538 

2012 4.581.296.575 1.322.725.694 

2013 13.648.579.136 2.090.874.085 

2014 7.276.883.120 5.749.013.156 

   Sumber: Seksi Penagihan KPP Singaraja, 2015 

Berdasarkan Tabel 7. pencairan tunggakan pajak dengan Surat Paksa pada 

umumnya mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Da.lam hal efektiv.itas 

penerbi.tan Surat Te.guran, maka rum.usnya adalah perban.dingan antara ju.mlah nilai 

pe.nerimaan tungg.akan pajak melalui pena .gihan den.gan Surat Teguran dengan 

pot .ensi pe.nerimaan tunggakan pajak deng.an Surat Teguran, de.ngan asum.si bahwa 

p.otensi penerim.aan tunggakan pajak dengan Su.rat Teg.uran adalah sem.ua tungga.kan 

paja.k yang d.iterbitkan Surat Teg .uran dih.arapkan dapat dit .agih. 
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Tabel 8. 

Pembayaran Surat Teguran di KPP Pratama Singaraja 

Tahun 2010-2014 
Tahun Jumlah Penerimaan Pajak Persentase Efektivitas 

(%) Surat Teguran Terbit 

(Rp) 

Surat Teguran Bayar 

(Rp) 

2010 2.459.731.469 1.092.650.251 44% (Tidak Efektif) 

2011 3.041.122.820 2.247.918.185 73% (Kurang efektif) 

2012 4.399.085.451 1.586.335.261 36% (Tidak Efektif) 

2013 19.144.644.814 3.448.922.119 18% (Tidak Efektif) 

2014 6.154.025.125 4.619.163.988 75% (Kurang Efektif) 

Mean Presentase Efektivitas 49,2% (Tidak Efektif) 

  Sumber: Data diolah, 2015 

Ditin.jau dari Tabel 8 . Da.pat dilihat pembay.aran surat teg.uran dari ta.hun ke tah.un 

terg.olong tidak efe.ktif terlihat pa.da tahun 2010, 2012, dan 2013. Beb.erapa hal y.ang 

menyeb.abkan tida.k seluruh S.urat Teguran yang diter .bitkan dilun.asi oleh Penang.gung 

Pajak, sehingga penag.ihan pajak deng .an Surat Tegu.ran berja.lan k.urang efektif, 

an.tara lain: Penang.gung pajak tida.k men.gakui adanya utang pajak, Pen.anggung pajak 

ti.dak mampu meluna.si utang paj.aknya, Penangg.ung pajak me.ngajukan permo .honan 

angs.uran pembaya .ran karena kondisi keua.ngan yang tidak memun.gkinkan jika 

dibayarkan sek.aligus, Penangg.ung pa.jak m.engajukan keber .atan atas ju.mlah 

tunggak.an paja.knya dan Pena.nggung pajak lalai. 

Pada hal efe.ktivitas pene.rbitan Surat Paksa, maka ru .musnya adal.ah 

perband.ingan antara jumlah peneri.maan tung.gakan paja.k me.lalui pena.gihan den.gan 

Surat P .aksa dengan potensi penerim.aan tung.gakan paj.ak de.ngan Surat Pak .sa, denga.n 

asu.msi ba.hwa  pot .ensi penerimaan  tungg.akan  paj.ak  dengan  Sur .at  Paksa adalah 
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semua tunggakan pajak yang di.terbitkan Sur .at Paksa diharapkan dapat ditagih. 

Berikut ini ada.lah tabel yang menunjukkan penerb.itan Surat Pa.ksa, pembay.aran 

S.urat Paksa, dan ting.kat efektiv.itas pen.agihan pa.jak deng.an Surat Paksa. 

Tabel 9. 

Pembayaran Surat Paksa di KPP Pratama Singaraja 

Tahun 2010-2014 
Tahun Jumlah Penerimaan Pajak Persentase Efektivitas 

(%) Surat Paksa 

Terbit (Rp) 

Surat Paksa 

Bayar (Rp) 

2010 2.481.268.531 1.348.548.285 54% (Tidak Efektif) 

2011 2.549.367.851 2.052.966.538 70% (Kurang efektif) 

2012 4.581.296.575 1.322.725.694 28% (Tidak Efektif) 

2013 13.648.579.136 2.090.874.085 15% (Tidak Efektif) 

2014 7.276.883.120 5.749.013.156 79% (Kurang Efektif) 

Mean Presentase Efektivitas 49,2%(Tidak Efektif) 

     Sumber:  Data diolah, 2015 

 

Terli.hat pada ta.bel di atas pe.mbayaran surat pak .sa dari tah.un ke tah.un 

tergol.ong tidak efektif. Be.berapa hal yang menyeb.abkan tidak se.luruh Su.rat Pa.ksa 

yang dite.rbitkan dilun.asi oleh Pen.anggung Pajak, se.hingga penagiha .n pajak deng .an 

S.urat Pak .sa ber .jalan tid.ak efektif, ant .ara lain: S.urat Pa.ksa tidak dapat disampa .ikan 

kare.na petugas pos tidak mene .mukan ala.mat wa.jib pajak yang dima .ksud kare.na 

alamatnya ber .ubah. Kur .angnya kesad.aran penan.ggung paj.ak dalam pem.bayaran 

tunggaka.n paj.ak lewat Su.rat Paksa. 

SIMP.ULAN DA.N SA.RAN  

Berdas.arkan hasil penel.itian, disimpu.lkan bah.wa Kond.isi  Penag .ihan  Pajak  dengan  

Surat  Teguran  yang  dilakukan  di KPP  Prat .ama Singaraja periode 2010 



ISSN: 2302-8556 
E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana  

Vol.20.2. Agustus (2017): 1648-1671 
 

1669 
 

presentase efektivitas 44 persen, 2011 presentase efektivitas 73 persen, 2012 

presentase efektivitas 36 persen, 2013 presentase efektivitas 18 persen, dan 2014 

presentase efektivitas  75 persen. Rata-rata presentase efektivitas dari kondisi 

penagi.han paj.ak den.gan Surat Teg .uran didapati tidak ef.ektif karena nilai 

efektivitasnya yang bernilai di bawah 60 persen yakni 49,2 persen. Kondisi  

Penagi.han  Pa.jak  deng .an  Sur .at  Paks.a  yang  dilakukan  di KPP  Pratama 

Singaraja periode 2010 presentase efektivitas 54 persen, 2011 presentase efektivitas 

70 persen, 2012 presentase efektivitas 28 persen, 2013 presentase efektivitas 15 

persen, dan 2014 presentase efektivitas  79 persen. Rata-rata presentase efektivitas 

dari kondisi penagihan pajak dengan Surat Paksa didapati tidak efektif karena nilai 

efektivitasnya yang bernilai di bawah 60 persen yakni 49,2 persen. 

Demikian berdasarkan pembahasan dan simpulan adapun beberapa hal yang 

data disarankan yakni KPP Pratama Singaraja lebih giat mela.kukan kegi.atan yang 

bertuj.uan untuk mening .katkan kesada.ran Wajib Pajak tentang keutamaan membayar 

pajak. Kegiatan ini dapat dil.akukan dengan bek .erja sama dengan pih .ak ketiga. 

Misalnya Kantor Konsultan Pajak melakukan Seminar agar Wajib Pajak lebih sadar 

akan membayar pajak pribadi maupun badan. Untuk meningkatkan nilai efektivitas 

pencairan, KPP Pratama Singaraja sebaiknya melakukan verifikasi data Wajib Pajak 

oleh Seksi Pemeriksaan mengingat banyaknya pos Surat Teguran yang kembali 

kepada Seksi Penagihan akibat tidak ditemukannya alamat Wajib Pajak yang 

bersangkutan, dan Seksi Penagihan sebaiknya lebih mengoptimalkan kegiatan 

penagihan yang dilakukan serta harus lebih tegas dan mematuhi peraturan teknis 
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perpajakan yang berlaku. KPP Pratama Singaraja perlu meman.faatkan perkem.bangan 

tekno .logi untuk kelancaran proses penagihan, misalnya alat dokumentasi (misalnya, 

database kepemilikan sejumlah uang di salah satu bank tertentu) sebagai bukti bahwa 

penan.ggung pajak mem.pu.nyai aset ya.ng dapat disita. Serta kepada petugas 

penagihan (jurusita) agar dapat berkontribusi dan efektif dalam perencanaan untuk 

mencapai tujuan mengembangkan strategi penagihan pajak di KPP Pratama 

Singaraja. 
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